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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pandangan hukum 

pidana Islam terhadap pertanggungjawaban turut serta (deelneming) dalam tindak 

pidana pertambangan tanpa izin dalam Putusan Nomor 128/Pid.Sus-LH/2024/PN 

Mdl, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pertanggungjawaban turut serta (deelneming) dalam tindak pidana 

pertambangan tanpa izin menurut hukum positif Indonesia dalam Putusan 

Nomor 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdl didasarkan pada Pasal 158 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto 

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim menilai terpenuhinya unsur 

tindak pidana pertambangan tanpa izin serta unsur turut serta melakukan 

melalui keterlibatan beberapa orang dalam satu rangkaian kegiatan 

pertambangan. JH berperan sebagai operator excavator yang melakukan 

penggalian material, sedangkan pihak lain mempunyai peran dalam 

pendulangan, penyediaan bahan bakar, pengelolaan alat penyaringan, dan 

pengorganisasian kegiatan. Berdasarkan pembagian tugas dan keterlibatan 

aktif tersebut, JH dikualifikasikan sebagai medepleger. Pertanggungjawaban 

JH juga didasarkan pada kemampuan bertanggung jawab serta tidak 

ditemukannya alasan pembenar dan alasan pemaaf. Meskipun demikian, 

hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim lebih 

menonjolkan kerja sama dan pembagian tugas secara faktual daripada 

menguraikan secara mendalam mengenai pengetahuan, kesengajaan, dan 

kehendak bersama para peserta. Dengan demikian, pertanggungjawaban JH 

sebagai medepleger telah didasarkan pada kontribusi konkretnya dalam 

kegiatan pertambangan, tetapi aspek kesengajaan dan kehendak bersama 

masih dapat diperkuat dalam konstruksi pertimbangan mengenai turut serta. 



67 

 

 

 

2. Pertanggungjawaban turut serta dalam tindak pidana pertambangan tanpa 

izin menurut hukum pidana Islam dapat dianalisis melalui konsep al-isytirak 

fi al-jarimah, khususnya pembedaan antara al-isytirak al-mubasyir dan al-

isytirak bi al-tasabbub. Pertambangan tanpa izin tidak termasuk jarimah 

hudud maupun qishash-diyat, sehingga dapat ditempatkan sebagai jarimah 

ta‘zir berdasarkan kewenangan ulil amri dalam menjaga kemaslahatan 

umum. Dalam perkara JH, keterlibatan sebagai operator excavator 

menunjukkan adanya tindakan langsung yang menjadi bagian penting dari 

pelaksanaan kegiatan pertambangan, sehingga JH lebih tepat dikategorikan 

sebagai mubasyir atau pelaku langsung. Sementara itu, pihak lain harus 

dinilai berdasarkan bentuk kontribusinya masing-masing, baik sebagai 

pelaku langsung maupun sebagai pihak yang memberikan sebab atau 

bantuan (mutasabbib). Hukum pidana Islam tidak menyamakan 

pertanggungjawaban seluruh peserta hanya karena mereka terlibat dalam 

satu kegiatan, tetapi menghubungkannya dengan perbuatan, kontribusi, 

pengetahuan, kehendak, dan hubungan kausal masing-masing. Dengan 

demikian, terdapat kesesuaian antara pertanggungjawaban JH dalam 

putusan dengan prinsip hukum pidana Islam dalam hal pentingnya 

kontribusi individual, tetapi dari perspektif fiqh jinayah klasifikasi JH lebih 

tepat diletakkan pada konsep al-mubasyarah daripada sekadar didasarkan 

pada kerja sama faktual. Adapun penerapan ta‘zir terhadap pertambangan 

tanpa izin pada dasarnya sesuai, dengan catatan bahwa penentuan 

pertanggungjawaban dan kadar sanksinya tetap harus memperhatikan 

tingkat keterlibatan dan keadaan masing-masing pelaku. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan 

hakim, dalam menangani tindak pidana pertambangan tanpa izin yang 

dilakukan oleh beberapa orang, hendaknya pertanggungjawaban masing-
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masing peserta dianalisis secara individual. Pembagian tugas dan kontribusi 

fisik perlu dibuktikan, tetapi juga perlu diperjelas pengetahuan, kesengajaan, 

dan kehendak masing-masing peserta agar penerapan ketentuan turut serta 

tidak semata-mata didasarkan pada adanya kerja sama faktual. 

2. Bagi hakim, khususnya dalam mengkualifikasikan seseorang sebagai 

medepleger, hendaknya pertimbangan hukum menjelaskan secara lebih 

terperinci hubungan antara tindakan masing-masing peserta dengan tindak 

pidana yang dilakukan serta dasar yang menunjukkan adanya kerja sama 

dan kehendak dalam pelaksanaan tindak pidana. Penjelasan tersebut penting 

agar terdapat perbedaan yang jelas antara medepleger, pelaku langsung, 

pihak yang menyuruh melakukan, dan bentuk penyertaan lainnya sehingga 

pertanggungjawaban pidana setiap orang didasarkan pada perannya masing-

masing. 

3. Bagi pemerintah dan instansi yang berwenang di bidang pertambangan, 

diperlukan penguatan pengawasan dan pencegahan terhadap pertambangan 

tanpa izin, terutama melalui peningkatan pemahaman masyarakat mengenai 

perizinan, dampak terhadap lingkungan, dan konsekuensi hukum dari 

keterlibatan dalam kegiatan pertambangan tanpa izin. Upaya tersebut 

penting karena penanggulangan pertambangan tanpa izin tidak hanya 

dilakukan melalui pemidanaan setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga 

melalui pencegahan agar masyarakat tidak terlibat dalam kegiatan yang 

melanggar ketentuan perizinan. 

4. Bagi masyarakat, khususnya pihak yang bekerja atau berpartisipasi dalam 

kegiatan pertambangan, hendaknya memastikan legalitas kegiatan sebelum 

memberikan tenaga, fasilitas, modal, atau bentuk kontribusi lainnya. 

Keterlibatan seseorang dalam kegiatan pertambangan tanpa izin perlu 

dipertimbangkan secara serius karena setiap bentuk kontribusi dapat 

memiliki konsekuensi hukum sesuai dengan peran dan keterlibatannya 

dalam kegiatan tersebut. 

5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai turut serta dalam tindak 

pidana pertambangan tanpa izin dalam perspektif hukum pidana Islam dapat 
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dikembangkan melalui perbandingan beberapa putusan dengan bentuk 

keterlibatan pelaku yang berbeda. Penelitian selanjutnya juga dapat 

memperdalam hubungan antara konsep al-mubasyarah dan al-tasabbub, 

khususnya dalam menentukan batas pertanggungjawaban antara pelaku 

langsung, pihak yang menjadi sebab, dan pihak yang hanya memberikan 

bantuan, serta mengkaji lebih lanjut penerapan ta‘zir terhadap tindak pidana 

yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan 

lingkungan. 
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dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti 

dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. 

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani 

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 

dijatuhkan. 

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 

5. Menetapkan barang bukti berupa uang 

Rp1.000.000,00 dikembalikan kepada Penuntut 

Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 



 

 

 

 

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl atas nama 

Anak Samsuddin. 

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar 

biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 


